
BAB III

SEWA MENYEWA DALAM ISLAM

Dilihat dari buku-buku fiqih yang membahas tentang sewa menyewa (al-ijarah),

pembahasannya menyangkut tentang sewa menyewa yang berhubungan dengan benda, baik

benda itu tetap (uqar) maupun benda itu bergerak (manqul), dan pembahasan yang menyangkut

tentang upah-mengupah yang berhubungan dengan tenaga dan jasa manusia.Intinya, sewa

menyewa (al-ijarah) objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

A. Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah)

Kata ijarah secara bahasa berarti al-ajru, yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan (al-

jazau ‘alal ‘amal) dan pahala (tsawab). Dalam bentuk lain, kata ijarah juga bisa dikatakan

sebagai nama bagi al-ujrah yang berarti upah atau sewa. Selain itu arti kebahasaan lain dari al-

ajru tersebut adalah ganti (al-‘iwadh).1

Defenisi lain tentang ijarah adalah suatu balasan atau imbalan yang diberikan sebagai

upah sesuatu pekerjaan. Sewa menyewa bararti suatu perjanjian tentang pemakaian dan

pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia, misalnya menyewa rumah untuk

tempat tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa tenaga manusia untuk

mengangkut barang dan sebagainya.2

Dikatakan juga bahwa ijarah adalah menjual manfaat3.Yakni mengambil manfat dari

tenaga manusia maupun hewan dan manfaat dari suatu benda.

1Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keungan Syariah,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 150

2Syafii Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Pers, 2008), h. 131
3Rachmat Syafei, op. cit., h.121
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Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefenisikan ijarah, antara lain

adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah “ Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat

yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan.”4

2. Menurut Malikiyah bahwa ijarah adalah “ Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang

bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”5

3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan

ijarah adalah “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan

membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”6

4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.”7

Ada yang menterjemahkan, sewa menyewa (ijarah) artinya melakukan akad mengambil

manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian

yang telah dilakukan.8

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), ijarah adalah akad pemindahan hak guna

(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah,

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.9

Dari beberapa pendapat yang mengemukakan pengertian ijarah, penulis memahami

bahwa ijarah merurut istilah adalah hak untuk memperoleh suatu manfaat, dengan uraian bahwa

ijarah adalah akad pengalihan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa melalui

4Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), h.114
5Ibid.,
6Ibid.,
7Ibid., h. 115
8Moh. Rifa’I, Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: Karya Toha Putra ,1978), h. 429
9Fathurrahman Djamil, op. cit., h. 151



pembayaran upah sewa dan tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan. Ijarah didasarkan

dengan adanya pengalihan hak manfaat, dengan syarat barang yang diambil manfaaatnya harus

jelas, jangka waktu harus dapat diketahui, pekerjaan dan manfaatnya harus diketahui jenis,

jumlah dan sifat serta sanggup menyerahkannya, dan manfaat yang disewakan adalah manfaat

yang bernilai.

B. Dasar Hukum Sewa Menyewa (Ijarah)

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan hubungannya dengan manusia

lain. Dan setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka timbullah dalam

hubungan bermasyarakat itu hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan

patokan-patokan hukum agar terhindar dari bentrokan antara satu sama lainnya dalam berbagai

kepentingan, tidak terkecuali dalam hal sewa menyewa.

Sewa menyewa adalah salah satu cara untuk memenuhi keinginan manusia, sebab tidak

semua keperluan manusia dapat terpenuhi dengan cara jual beli. Oleh sebab itu, semua ulama

dari ahli fiqh, baik salaf maupun khalaf sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Rusyd, menetapkan

boleh/mubah terhadap hukum ijarah.10 Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum

yang sangat kuat dari sumber hukum Islam, yakni Alqur’an dan Sunnah, diantaranya : Surat

al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:










10Fathurrahman Djamil, op. cit., h. 152



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq)
itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Surat az-Zhuhruf ayat 32yang berbunyi:









Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan
kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa
derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan
rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Surat al-Qashash ayat 27 yang berbunyi:












Artinya:Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu
dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja
denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu
adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu.
dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik".

Surat al-Baqarah ayat 282-283 yang berbunyi:













































Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,
meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.
jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau
Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari
orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh)
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,
supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-
saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah
kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu
jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis
dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka
Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Secara khusus prinsip dalam muamalah ini dapat dikategorikan pada dua hal, yaitu hal-

hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah dan hal-hal yang boleh dilakukan

dalam kegiatan muamalah.

Islam telah menggariskan sejumlah pekerjaan, barang atau komoditas yang halal dan

yang haram.Di sini manusia dihadapkan pada pilihan untuk menjalankan, menggunakan dan

memanfaatkan semua yang halal untuk kepentingan bisnisnya.



Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsesual dan mempunyai kekuatan

hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung dan apabila akad sudah berlangsung, maka

pihak yang menyewakan (Mu’ajjir) berkewajiban untuk menyerahkan barang (Ma’jur) kepada

pihak penyewa

(Musta’jir) dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa

berkewajiban pula untuk menyerahkan uang semuanya (Ujrah).11

C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (Ijarah)

Dalam pelaksanaan ijarah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi.Rukun dan syarat ini

harus terlebih dahulu dipenuhi agar pelaksanaan ijarah tersebut sah menurut hukum yang

mengaturnya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ijarah adalah ijab dan qabul dengan

menggunakan kalimat: al-ijarah, al-isti’jar, al-iktira’, dan al-ikra, yakni lafaz untuk

menyerahkan dan suatu persetujuan sewa menyewa antara yang berakad.12

Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada empat, yaitu:

1. Aqid (Orang yang berakad)

2. Shighat akad

3. Ujrah (Upah)

4. Manfaat13

Sedangkan dalam kitab lain dijelaskan rukun ijarah itu ada enam, yaitu:

1. Penyewa (Musta’jir)

2. Pemberi sewa (Mu’ajjir)

11Chairul Pasaribuan dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika,1994), cet. 1, h. 52

12Rachmat Syafe’I, op. cit., h. 125
13Ibid, h. 125



3. Objek sewa (Ma’jur)

4. Harga sewa (Ujrah)

5. Manfaat (Manfaah)

6. Ijab qabul (Sighat)14

Sekilas memang terlihat seperti ada perbedaan dari beberapa pendapat yang menjelaskan

tentang rukun ijarah, namun perbedaan ini tidaklah fatal, apabila diamati dengan teliti pendapat-

pendapat ini mempunyai persamaan yang mendasar, itu semua merupakan rukun yang terdapat

dalam ijarah.

Untuk sahnya perjanjian ijarah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Yang menyewakan dan penyewa ialah thamyiz (kira-kira berumur 7 tahun), berakal sehat

dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.

2. Yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang menerima

wasiat (washiy) untuk bertindak sebagai wali.

3. Ada kerelaan kedua bela pihak yang menyewakan dan penyewa yang digambarkan pada

adanya ijab dan qabul.

4. Yang disewakan ditentukan barang atau sifat-sifatnya.

5. Manfaat yang dimaksud bukan hal yang dilarang syara’.

6. Berapa lama waktu menikmati manfaat barang sewa harus jelas.

7. Harga sewa yang harus dibayar bila berupa uang ditentukan berapa besarnya, dan bila

berupa hal lain ditentukan berapa kadarnya.15

14Sunarto Zulkifli, Kajian Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 43
15Syafii Jafri, op, cit., h. 133



D. Hak dan Kewajiban Pelaku Akad

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa maksud diadakannya perjanjian sewa menyewa

yakni adanya kepentingan dari penyewa untuk menikmati manfaat barang yang disewakan dan

bagi pemilik barang berkepentingan atas harga sewa.

Dalam hal perjanjian/ akad dan termasuk juga sewa-menyewa (ijarah) menimbulkan hak

dan kewajiban kepada para pelaku akad yang membuatnya. Hak-hak dan kewajiban tersebut

ialah:

1. Pihak yang menyewakan (Mu’ajjir)

a. Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa

b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai

untuk keperluan yang dimaksudkan

c. Memberikan si penyewa manfaat atas barang yang disewakan selama waktu

berlangsungnya sewa-menyewa

d. Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan,yang

merintangi pemakaian barang

e. Ia berhak atas barang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan

f. Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa sewa.16

2. Pihak Penyewa (Musta’jir)

a. Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan

tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada

suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan berhubungan dengan itu

b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan

16 Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit., h. 73



c. Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya

d. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewakan

e. Tidak mendapat gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang

disewa.17

E. Macam-macam Sewa Menyewa (Ijarah)

Akad sewa-menyewa dibagi kepada dua macam menurut objek sewanya, yaitu18:

1. Bersifat manfaat yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat disebut juga sewa-

menyewa, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

2. Bersifat pekerjaan (jasa) yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan (jasa) disebut

juga upah-mengupah, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Dilihat dari segi akadnya, akad ijarah dibagi menjadi dua macam, yakni19:

1. Sewa-menyewa murni (Ijarah Murni). Dalam ijarah murni berlaku perjanjian sewa-

menyewa biasa. Semua pihak tetap memiliki kedudukan sebagaimana awal

perjanjian, yaitu antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa barang.

Setelah masa sewa berakhir, kedua pihak kembali pada kedudukannya masing-

masing.

2. Sewa-menyewa dengan hak opsi pada akhir masa sewa atau Al-Ijarah Muntahiyah Bi

Al-Tamlik (IMBT). Dalam akad IMBT merupakan akad sewa-menyewa dengan hak

opsi pada akhir masa sewa untuk pengalihan hak atas barang yang disewakan. Dalam

sewa-menyewa ini, uang pembayaran sewanya sudah termasuk cicilan atas harga

17Ibid, h. 73-74
18 AhmadWardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 329
19Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, Akad Syariah, (Bandung: Kaifa, 2011), h.107-108



pokok barang. Pihak yang menyewakan berjanji kepada penyewa untuk

memindahkan kepemilikan objek setelah masa sewa berakhir. Janji tersebut harus

dinyatakan dalam akad IMBT.

F. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa pada dasarnya merupakan perjanjian, dimana masing-masing

pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian ini

termasuk perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh), karena jenis perjanjian ini termasuk

perjanjian timbal balik. Sebagai mana kita ketahui bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat

secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan, kecuali

ada sesuatu yang mengharuskan pembatalan.

Penyewaan tidak batal dengan kematian salah satu dari dua orang yang berakad, selama

apa yang diakadkan masih dalam kondisi baik. Ahli warislah yang akan menduduki posisi

keluarganya yang meninggal, baik dia adalah pemilik barang maupun penyewa.20

Berikut beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian (fasakh)

sewa-menyewa ialah:21

1. Munculnya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika sedang berada

ditangan penyewa atau terlihatnya cacat lama padanya.

2. Rusaknya barang sewaan yang ditentukan, seperti rumah yang ditentukan atau binatang

yang ditentukan.

20Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), Jilid 5, h. 160-162
21Ibid



3. Rusaknya sesuatu yang diupahkan, maksudnya benda yang menjadi objek yang

disewakan itu mengalami kerusakan atau hilang sama sekali, seperti kain yang diupahkan

untuk dijahit karena apa yang diakadkan tidak mungkin ditunaikan setelah kerusakan.

4. Diambilnya manfaat yang diakadkan secara sempurna, diselesaikannya pekerjaan, atau

berakhirnya masa penyewaan, kecuali ada uzur yang menghalangi berakhinya

penyewaan. Apabila masa penyewaan tanah pertanian berakhir sebelum tanaman

dipanen, misalnya, maka tanah tetap berada di tangan penyewa dengan membayar sewa

yang wajar (ajrul-mitsli) sampai tanaman dipanen, meskipun tanpa sekehendak pemilik

tanah, demi menghindarkan penyewa dari kerugian karena memanen tanaman sebelum

waktunya.

G. Ketentuan Penyerahan Barang Sewa

Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir.

Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa ini menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk

menyerahkan barang yang disewanya. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah

sebagai berikut:22

1. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka

pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik

dengan cara menyerahkan langsung bendanya.

2. Apabila obyek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka

pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam

keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya.

22 Abdul Ghofur Anshori, Op.cit., h. 76



3. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah,

maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemiliknya dalam keadaan tidak

ada tanaman penyewa di atasnya.

4. Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya.

Hal ini berimplikasi bahwa jika terjadi cacat yang merusak pemanfaatannya, maka

penyewa memiliki hak khiyar (hak pilih) antara meneruskan ijarah dan membayar seluruh uang

sewa atau memfasakhnya (membatalkannya), seperti jika hewan tunggangan yang disewa sakit

atau pincang, atau hancurnya sebagian bangunan rumah. Oleh karena itu, jika terjadi cacat dalam

barang yang disewakan, maka ini terjadi cacat sebelum adanya penerimaan manfaat. Menurut

Takmilat Fathul Qadiir dalam kitab Al-Badaa’I menyebutkan wajib ada khiyaar bagi penyewa,

sama seperti dalam akad jual beli.23

23 Wahbah Az- Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, h. 404-405)


